DPRD KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA

Nomor

: 170/Kep. 03/DPRD/2022

Lampiran : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan

kinerja DPRD serta memaksimalkan peran DPRD dalam
mengembangkan checks and balances antara DPRD dan
Pemerintah Daerah, perlu disusun satu dokumen
perencanaan kerja DPRD dalam bentuk program dan
daftar kegiatan untuk periode satu tahun yang disusun
berdasarkan inventarisasi kebutuhan riil masyarakat

untuk mencapai tujuan pembangunan daerah,;

.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk
mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang
DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan yang
disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

. bahwa Dberdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan

DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 tahun 2019 tentang

Tata Tertib, Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan



Mengingat

usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD dalam
bentuk program dan daftar kegiatan sebagai pedoman
bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen
rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran

tahun berikutnya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas,
maka perlu disusun rencana kerja DPRD Kota
Tasikmalaya Tahun 2023 yang penetapannya dituangkan
dalam Keputusan DPRD Kota Tasikmalaya.

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4117);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 4421);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2009 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 4421),

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



8.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten
dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.
699-PEMKSM/2019, tentang Peresmian Pengangkatan
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 — 2024,

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/ Kep.784-
Pemksm/2019, tentang Peresmian Pengangkatan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 — 2024;

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/Kep.
71051-Pemksm/2019, tentang Peresmian Penggantian
Antarwaktu Anggota Daerah Kota Tasikmalaya;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun
2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun
2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2008 Nomor 96);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

22.

23.

24.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor
178).

Hasil Rapat Konsultasi Pembahasan Rencana Kerja DPRD
Kota Tasikmalaya Tahun 2023, tanggal 04 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU merupakan pedoman bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan

kewajibannya,

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU merupakan pedoman bagi Sekretariat DPRD
dalam menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran

Sekretariat DPRD;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 31 Maret 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TASIKMALAYA

Ketua,




